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SALINAN

PEIVIERINTAH KABUPATEN KEDIRI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI

NOMOR 24 TAJIUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI TER}IINAL

DENGAN RAHMAT TU{AN YANG MAHA ESA

BUPATI KEDIRI,

bahwa dengan berlakunya undang-Undang Nomor 2g rahun 2009 tentang

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka peraturan Daerah Kabupaten

Daerah Tingkat II Kediri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Retribusi Terminal
perlu diganti;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a
perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi rerminal ;

Pasal 18 ayat (6) undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah{aerah
Kabupaten dalam Lingkungan propinsi Jawa Tiunn sebagaimana diubah
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Taht'r 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2730);

undang-undang Nomor 8 Tahrrr lggl tentang Kitab undang-undang
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tatlrn l9g1
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3209);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisrne (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun i999 Nomor ?5, Tambahan Lembaran
Negara Republik lndonesia Nomor 3S5 l);
undang-undang Nomor 32 Tahun 20M tentang pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 20M Nomor 125, Tambatran Lembaran Negara
Nomor 4437) sebagairnana telah beberapa kali diubatr terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 200g (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tatrun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 48a4;

b.
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12.

13.

14.

15.

16.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan

Jalan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2009 Nomor 96,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2009 Nomor ll2, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daeratr dan Retribusi

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2011

Nomor 82, Talnbahan lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 523,$;

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara

Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,

Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor aSTS);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang pedoman pembinaan

dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik lndonesia Tatrun 2005 Nomor 165, Tambahan lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor a5%);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian

dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan

Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 516l);

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 3l rahun 1995 tentang

Terminal Transportasi Jalan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2l Tahun 20ll;
Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 2 Tahun 2000 tentang penyidik

Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan pemerintah Kabupatan Kediri

(Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2000 Nomor l0 / Seri D);

Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Unrsan

Pemerintahan Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun

2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4l);

17.
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Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEDIRI

dan

BUPATI KEDIRI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI TERMINAL-

BAB I

KETENTUAN UMUM

18. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 2l Tahun 2008 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan (Lpmbaran Daerah Kabupaten

Kediri Tahun 2008 Nomot 21, Tambatran Lembaran Daerah Kabupaten

Kediri Nomor 55);

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalahKabupaten Kediri.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kediri'

3. Kepala Daerah adalah Bupati Kediri.

4. pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri-

5. Terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk

mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang

dan/atau barang, serta perindahan moda angkutan.

6. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa pelayanan yang disediakan oleh

pemerintah Daerah dengan menganut prinsipprinsip komersial karena pada

dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

7 - Retribusi Terminal yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas

pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum

dan tempat kegiatan usaha di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki,

dan/ atat dikelol a pemerintah daer ah -

8. Kendaraan bermotor adalah setiap kendataan yang digerakkan oleh peralatan

mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.

g. Halte adalatr tempat pemberhentian kendaraan bermotor umum untuk menaikkan

dan menumnkan penumPang.

10. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk

angkutan barang dan/atau orang yang dipungut bayaran'

11. penumpang adalah omng yang berada di kendaraan selain pengemudi dan awak

kendaraan.



4

12.

13.

Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-

banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi,

baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutafl bagasi-

Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8

(delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat pengemudi, baik dengan maupun

tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.

Badan adalah sekumpulan orang darr/atau modal yang merBpakan kesatuart, baik

yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang rneliputi

Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha

Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dargan nama

dan bentuk apapun, Firm4 Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun Persekutuan,

Perkumpulan, Yayasan, organisasi rnassa, organisasi sosial politik, atau

Organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya terrnasuk kontrak

investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data

obyek dan subyek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai

kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan

penyetorannya.

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan

Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran

retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah

surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi

yang terutang.

18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat

SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan

pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi

yang temtang atau yang sehanrsnya tidak tenrtang.

Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat

unhrk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga

dan/atau denda.

Insentif Pemungutan Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah

tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu

dalam melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengelola dat4

keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakzrn secara obyektif dan profesional

berdasarkan ruatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan

kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan

ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi Daeratr.

14.

15.

16.

17.

19.

20.

21.
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22. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daeratr adalah serangkaian

tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya

disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti

itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta

menemukan tersangkanya.

BAB II
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Terminal dipungut retribusi sebagai pembayaran atas

pelayanan penyediaan tempat fasilitas terminal, yang disediakan, dimiliki, dar/atau

dikelola Pemerintah Daerah.

Pasal 3

(1) Obyek Retribusi adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan

penumpang dan bus umum dan tempat kegiatan usaha di lingkungan terminal,

yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintatr Daeratr.

(2) ObyekRetribusi Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

a. tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum;

b. toko/Kios/1os.

(3) Dikecualikan dari obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (l) adalah

terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN,

BUMD dan pihak swasta.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggrmakan/ menikmati

pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum

dan tempat kegiatan usaha di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki

dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Terminal digolongkan sebagai Retribusi JasaUsatra-

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGI.]NAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan, luas dan nilai

strategis bangunan, jenis kendataarr, frekuensi dan jangka waktu penggunaan

fasilitas terminal.
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BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM

PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi didasarkan pada tujuan

untuk memperoleh keuntungan yang layak-

(2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (l) adalatt

keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan penyediaan tempat parkir untuk

kendaraan penumpang dan bus umum dan tempat kegiatan usaha di lingkungan

terminal, dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar'

Pasal 8

(l) Tarif Retribusi ditinjau paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

(2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

dengan memperhatikan indeks harga dan perkernbangan perekonomian.

(3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan

dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

Struktur dan besar:nya tarif retribusi terminal ditetapkan sebagai berikut :

a. penggun&m jasa terminal untuk kendmaan bermotor umum:

No Obyek Retribusi Tarif
I ) 3

1

2

J

Mobil Bus Umum Non Ekonomi

Mobil Bus Ekonomi

Mobil Penumpang Umum

Rp.

Rp.

Rp.

1.500,00/ satu kali masuk

750,001 satu kali masuk

500,00/ satu kali masuk

6
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b. penggunam fasilitas tempat usaha :

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah .

BAB VIII

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal I 1

(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang

dipersamakan.

(2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.

(3) Tata cara pemungutan Retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala

Daerah.

BAB IX

PENENTUAN PEMBAYARAN DAN TEMPAT PEMBAYARAN

Pasal 12

Penentuan pembayaran retribusi terutang sekaligus dibayar secara tunai.

Pasal 13

Pembayaran retribusi dilakukan di tempat pelayar.ran atau di ternpat lain yang

ditunjuk oleh Kepala Daerah.

No Nama Terminal Obyek Retribusi Trrif
1 2 3 4

l.

2.

Terminal Pare

Terminal SLG

Kios

a. Toko / Kios

b. Petak Los.

Rp.

Rp.

Rp.

1.500,00 /Harirunit

I 00. 000,00/Bulan/lJnit

1.000,0O/Bulan/IVI2
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BAB X

PENAGIHAN

Pasal 14

(l) Penagihan retribusi terutang didahului dengan Surat Teguran.

(2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dengan

menggunakan STRD.

BAB XI

KEBERATAN

Pasal 15

(l) Wajib retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala

Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang

dipersamakan.

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai

alasan-alasan yang j elas.

(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan

sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi tertentu dapat

menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan

di luar kekuasaannya.

(4) Keadaan di luar kekt,asaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah

suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.
(5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan

pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 16

(l) Kepala Daerah dalam jangka waktu pali"g lama 6 (enam) bulan sejak

tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan

yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) adalah untuk memberikan

kepastian hukum bagi wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan

harus diberi keputusan oleh Kepala Daerah.

(3) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima

seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi
yang terutang.

(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (l) telah lewat dan

Kepala Daerah tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan

tersebut dianggap dikabulkan.

8
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Pasal 17

(l) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhny4 kelebihan

pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bwga

sebesar 296 (duapersen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.

(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dihitung sejak bulan

pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 18

(1) Atas kelebihan pembayarai Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan

permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah.

(2) Kepala Daerah dalam j*eku waktu paling larna 6 (enam) bulan, sejak

diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi

sebagaimana dimaksud paAaayat (1), harus memberikan kgputusan.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah

dilarnpaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan,

permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan

SKRDLB harus diterbitkan dalam iungku waktu paling lama 1 (satu) bulan.

(4) Apabila Wajib Reribusi mempunyai utang Retribusi lainnyq kelebihan

pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (l) langsung

diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan

sejak diterbitkannya SKRDLB.

(6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah

lewat 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar

2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pernbayaran kelebihan

pembayaran Retribusi.

BAB XIII
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 19

(1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah

melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi,

kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
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(2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tertangguh jika:

a. diterbitkan Surat Teguran; atau

b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung

maupun tidak langsung.

(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat

Teguran tersebut.

(4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatdkan

masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada

Femerintah Daerah.

(5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan pennohonan angsuran

atau pemmdaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib

Retribusi.

BAB XIV

PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI

YANG KEDALUWARSA

Pasal 20

(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk

melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

(2) Kepala Daerah menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi

yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksudpada ayat (1).

BAB XV

PEMERIKSAAN RETRIBUSI

Pasal2l

(l) Kepala Daerah berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji

kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan

peraturan perundang-undangan Retribusi.

@ Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:

a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen

yang menjadi dasamya dan dokumen lain yang berhubungan dengan

objek Retribusi yang terutang;
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b. memberikan kesempatan untuk memasuki fempat atau ruangan yang

dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran

pemeriksaan; dan/atau

c. memberikan keterangan yang diperlukan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur

dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XVI

PENGTIRANGAN, KERINGANAN DAN

PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal22

(l) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan

pembebasan retribusi.

(2) Pengurangan dan keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dapat diberikan kepada Wajib Retribusi.

(3) Pembebasan retibusi diberikan dengan melihat fungsi objek Retibusi.
(4) Tata eara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur dengan

Peraturan Kepala Daerah.

BAB XVII
IN SENTIF PEMIINGUTA},I

Pasal 23

(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas

dasar pencapaian kinerja tertentu.

(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(3) Tatz cara pemberian dan pemanfaatan Insentif sebagaimana dimalsud pada

ayat (1) diatur dengan Perattuan Kepala Daerah.

BAB XVIII

PENYIDIKAN

Pasal 24

(l) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah
diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan
tindak pidana dibidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Hukurn Acara pidana.
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(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai

negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh

pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

(3) Wewenang Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau

laporan berkenan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daeratr;

b. maneliti, rnencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang

pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan

sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan

sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daeratr;

d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain yang berkenan dengan

tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bukti pembukuan,

pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyit4an terhadap

bahan bukti tersebut;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka melaksanakan tugas

penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

g. menytrnrh berhenti dan/atau melarang seseoftmg rneninggalakan

ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan

memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa

sebagaimana dimaksud pada hunrf e;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi

Daerah;

i. memanggil orang untuk di dengar keterangannya dan diperiksa sebagai

tersangka atau saksi;

j. menghentikanpenyidikan; dan/atau

k. melakukan tindakan lain yang perlu unhrk kelancaran penyidikan

tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat

dipertanggungj awabkan.

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya

penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut

Umum, melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesi4 sesuai dengan

ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana.
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BAB XIX

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 25

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang

membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dt:,a persen)

setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih

dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

BAB )O(

KETENTUAN PIDANA

Pasal26

(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga

merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga)

bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi yang

terutang yang tidak atau kurang dibayar.

(2) Tindak pidana sebagaimana dirnaksud pada ayat (l) adatahpelanggaran.

(3) Denda sebagaimana dimaksud padaayat (1) merupakan penerim&m negara.

BAB )O(I

KETENTUAN PENUTT-IP

Pasal2T

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka Peraturan Daerah Kabupaten

Daerah Tingkat II Kediri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Retribusi Terrninal

(Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2000 Nomor 4lB Seri B) dinyatakan

dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 28

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai

pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

13
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Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetatruinyq memerintatrkan pengundangan

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lernbaran Daerah

Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri

padatanggal 28 - 12 - 20ll
BT'PATI KEDIRI,

ttd

HARYAI\ITI SUTRISNO

Diundangkan di Kediri
padatanggal 28 - 12 - 2011
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,

ttd

SUPOYO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHI]N 2OI1 NOMOR 24
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PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI
NOMOR 24 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI TERMINAL

I. UMUM

Bahwa dalam rangka memberikan pelayananan kepada masyarakat di bidang

perhubungan khususnya transportasi darat dan dalam rangka memberikan kemudatran

,^\ peralihan moda transportasi dipandang perlu untuk di tata ulang mengenai peng$maan fasilitas

di terminal.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah dan dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang berasal

dari sumber retribusi, maka perlu menyesuaikan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tirrgkat

II Kediri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten

Kediri Tahun 2000 Nomor 4lB Seri B).

II. PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1

Cukup jelas

l^\ Pasal2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal T

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas
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Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 1l

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

,^\. Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal2l

Cukup jelas

Pasal22

Cukup jelas

Pasal23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal2T

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI NOMOR lM

2
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